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MOTTO

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah

untuk tenang dan sabar”

(Khalifah Umar)

“Semua keinginan adalah buta jika ia tanpa pengetahuan,

semua pengetahuan adalah kosong jika ia tanpa disertai kerja

dan semua kerja adalah hampa kecuali jika ada cinta”

(Khalil Gibran)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi

berusahalah menjadi manusia yang berguna “

(Einstein)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah dalam menetapkan kesejahteraan dan

kemakmuran tersebut dalam penyelenggaraaan kegiatan negara, pemerintah

memerlukan anggaran.

Penggunaan anggaran merupakan unsur ekonomi  yang sangat penting dan

anggaran memiliki peran utama untuk menyejahterakan rakyat.

Anggaran menurut Munandar (2007: 1) adalah suatu rencana yang disusun

secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam satuan

keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan

datang.

Tata kelola anggaran yang baik menentukan arah kebijakan anggaran

dalam mencapai tujuan bernegara serta pengelolaan keuangan dapat dikelola

dengan sebaik-baiknya. Anggaran yang digunakan telah ditetapkan oleh

pemerintah yang tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu.

Anggaran rutin adalah suatu anggaran yang diberikan yang besarnya

ditetapkan oleh pemerintah, digunakan untuk kelancaran kegiatan pemerintah

sehari-hari, dikeluarkan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan

masyarakat. Karena itu dalam anggaran rutin perlu dipertimbangkan faktor-faktor

yang mendapat prioritas, guna membiayai kegiatan pelaksanaan pada pemerintah

dalam melayani kebutuhan masyarakat. Sedangkan belanja rutin bulanan adalah

pengeluaran yang terjadi dalam setiap bulan, salah satunya biaya yang harus

dikeluarkan belanja rutin bulanan adalah membayar listrik dan sebagainya yang

berhubungan manajemen anggaran belanja rutin bulanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu aparat

Instansi Pemerintah dalam membelanjakan kebutuhannya menggunakan dana
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yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

seperti yang telah tercantung dalam UU 24 tahun 2013 yang isinya adalah sebagai

berikut:

1. Pasal 87A pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi

kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi

maupun kabupaten/ kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara.

2. Pasal 87B penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan

administrasi kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan

belanja negara perubahan tahun anggaran 2014. (UU 24 tahun 2013).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam menjalankan aktivitasnya

dana atau anggaran yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan yang

diperlukan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional maupun

non operasional. Kompleksnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, menjadikan

dana sebagai unsur utama dalam pemenuhan kebutuhan organisasi bisnis maupun

instansi pemerintahan.

Dalam pemenuhan kebutuhan dana atau anggaran yang akan diberikan

oleh pemerintah tidaklah terlepas dari suatu proses yang harus dilaksanakan

hingga dana yang dibutukan dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan dan aturan

yang berlaku dan digunakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan

bertanggungjawab.

Berdasakan uraian di atas, maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul

“PELAKSANAAN ADMINISTRASI ANGGARAN BELANJA RUTIN

BULANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN JEMBER ”
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan praktek kerja nyata,

meliputi:

a. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Administrasi Anggaran

Belanja Rutin (bulanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember

b. Untuk membantu Pelaksanaan Administrasi Anggaran Belanja Rutin

(Bulanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Memperoleh wawasan pengalaman dan pengetahuan praktis/ kerja tentang

pelaksanaan anggaran belanja rutin (bulanan) pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, yang beralamat di

jalan jawa no.18 Jember, telp. 0331- 334496 & 33748.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan mulai

tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal  31 Maret 2015, 144 jam kerja

efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III

Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Adapun jam kerja pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember :

Senin – Jumat : 07.30 – 15.00

Istirahat : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis)

11.30 – 13.00 (Jumat)
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Sabtu – Minggu : Libur

1.4 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Bidang ilmu yang dipakai sebagai dasar/pedoman didalam pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata dan Penyusunan Laporan sebagai :

1. Pengantar Manajemen

2. Manajemen Keuangan

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

4. Referensi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember
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1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

Tabel 1.1 jadwal pelaksanaan praktek kerja nyata

No KETERANGAN MINGGU KE

I II III IV

1. Perkenalan dengan pimpinan dan

karyawan

X

2. Penjelasan tentang kebijakan

umum dan pelaksanaan

operasional

X

3. Melaksanakan tugas yang

diberikan.

X X X X

4. Mencatat dan mengumpulkan data

yang diperoleh

X X X

5. Konsultasi dengan dosen

pembimbing mengenai laporan

X X

Sumber : Dioalah (2015).
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi

2.1.1 Pengertian Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2001: 2), administrasi adalah keseluruhan

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas

tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Sedangkan menurut Poerwanto (2006: 7), administrasi dibagi menjadi dua

yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas

a. Administrasi dalam arti sempit

Admnistrasi adalah tata usaha dan atau pelaksanaan pekerjaan intern yang

melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung

eksistensi organisasi, dalam pendekatan ilmu administrasi

b. Administrasi dalam arti Luas

Administrasi adalah proses kerja sama antar manusia yang diselenggarakan

secara sistematis dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan

beberapa ciri pokok pengertian  yang sama

a. Sekelompok orang artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi apabila

dilakukan oleh lebih dari satu orang

b. Kerjasama artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika antara dari

dua orang atau lebih

c. Untuk mencapai tujuan bersama

Kerja sama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Usaha kerja

sama untuk mencapai tujuan tertentu tersebut, terutama dalam bidang administrasi

negara dan pemerintahan dimana di samping pengendalian dan pelayanan, juga

menyangkut segala aspek kehidupan yang berada dalam masyarakat.
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2.1.2 Unsur-unsur Administrasi

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam

keseluruhan kegiatan administrasi. Berikut ini merupakan unsur-unsur

administrasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001: 2), yaitu:

a. Dua orang manusia atau lebih

Administrasi hanya ada apabila terdapat dua orang atau lebih yang terlibat

dalam berinteraksi sat sama lain karena proses administrasi segera terjadi

apabila ada kegiatan tertentu yang hanya bisa terlaksana dengan melibatkan

beberapa orang, tidak dengan bekerja sendirian.

b. Tujuan

Sebagai unsur adminiatrasi, tujuan dapat merupakan tujuan jangka panjang,

jangka sedang maupun pendek. Berikut ciri-ciri masing-masing tujuan tersebut:

1) Tujuan jangka panjang

Tujuan jangka panjang memiliki ciri-ciri antara lain:

a) Bersifat idealistik

b) Bentuknya relatif abstrak

c) Kualifikasinya ialah “tidak terbatas”

2) Tujuan jangka menengah (sedang) dan Tujuan jangka pendek disebut

dengan istilah “sasaran” atau “tujuan antara” karena merupakan bagian dari

tujuan jangka panjang, ciri-cirinya antara lain:

a) Sifatnya praktikal

b) Jangkauan waktunya lebih pendek

c) Bentuknya lebih kongkret

d) Hasilnya pada umumnya dapat dikuantifikasikan

Hal lain yang perlu penegasan mengenai tujuan ialah bahwa tujuan dapat

ditentukan oleh para pendiri suatu organisasi, akan tetapi dapat pula orang-

orang yang bergabung kemudian dan terlibat dalam usaha pencapaiannya.

c. Tugas yang hendak dilaksanakan

Berbicara mengenai tugas yang hendak dilaksanakan, sering pula orang

beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerja sama.

Tidak demikian halnya jika diterima pendapat bahwa unsur merupakan bagian
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yang mutlak dari sesuatu, akan segera terlihat bahwa kerja sama bukan

merupakan unsur administrasi, melainkan suatu kondisi ideal. Artinya, perlu

ditekankan bahwa pencapaian tujuan akan lebih efisien dan ekonomis apabila

semua orang yang terlibat mau bekerja satu sama lain. Akan tetapi tanpa kerja

sama pun, misalnya dalam hal penyelesaian tugas yang dipaksakan, proses

administrasi pun terjadi. Oleh karena itu lebih tepat apabila dikatakan bahwa

yang menjadi unsur administrasi adalah “kemampuan” bekerja bersama” dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Sarana dan prasarana

Sebagai unsur administrasi, bentuk, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang

diperlukantergantung pada berbagai faktor, seperti:

1) Sifat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

2) Aneka ragam tugas yang harus dilaksanankan

3) Jumlah orang yang terlibat

4) Ukuran besaran organisasi

5) Teknologi yang dimanfaatkan

6) “Produk” yang hendak dihasilkan

2.1.3 Fungsi-fungsi Administrasi

Menurut Poerwanto (2006: 38), fungsi-fungsi administrasi menggambarkan

bahwa kegiatan utama administrasi adalah merumuskan kebijakan organisasi yang

didasarkan atas ide-ide seseorang atau para pendiri atau pimpinan puncak

organisasi. fungsi-fungsi administrasi dibagi menjadi:

a. Formulasi kebijakan, yaitu kegiatan untuk membangun rumusan-rumusan

kebijakan yang meliputi:

1) Menetapkan tujuan-tujuan

2) Membangun sistem keorganisasian

3) Membangun ide-ide

4) Menyusun strategi dan taktik
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b. Pendayagunaan unsur-unsur administrasi meliputi:

1) Sumber daya manusia

2) Keuangan

3) Peralatan

4) Aset tidak bergerak

c. Pengendalian dinamika administrasi, yaitu pelaksanaan kerja sama yang telah

didesain dalam kebijakan organisasi.

2.1.4 Komponen Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2001: 20) komponen administrasi antara

lain:

a. Manajemen sebagai komponen administrasi

Sebagai komponen administrasi, manajemen dapat disorot dari dua sudut

pandang, yaitu:

1) Menyoroti manajemen sebagai proses

Penyelenggaraan berbagai jenis jenis aktifitas dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai aktifitas tersebut dapat

digolongkan pada dua kategori utama,  yaitu aktifitas yang tergolong

sebagai fungsi-fungsi organik manajemen dan fungsi tiga penunjang

2) Bertolak dari definisi manajemen yang mengatakan bahwa manajemen

merupakan kemampuan memperoleh hasil melalui kegiatan orang dalam

rangka pencapaian tujuan. Definisi tersebut dapat dilihat sebagai kelompok

yang menduduki berbagai tingkat jabatan pimpinan dalam suatu organisasi

b. Organisasi sebagai Komponen Administrasi

Organisasi didefinisikan sebagai kelompok orang yang terikat secara formal

dalam hubungan atasan dari bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan

bersama. Definisi sederhana diatas memberi petunjuk bahwa bahwa orang

dapat disoroti  dari dua sudut pandang yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan

dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.
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c. Kegiatan operasional sebagai komponen didalamnya

Pentingnya kegiatan operasional sebagai salah satu komponen menjadi sangat

jelas apabila diingat bahwa usaha pencapaian tujuan menampakkan  dirinya

secara nyata pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional, bahkan

dapat dilakatakan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional

merupakan ujian terakhir.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut M. Nafarin (2004: 12), anggaran adalah rencana tertulis

mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan

umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Menurut M. Munandar (2007: 1), anggaran (Budgeting) adalah suatu

rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang

dinyatakn dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu

tertentu yang akan datang.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2001: 12) anggaran adalah rencana

kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial. Yang meliputi usulan

pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan

cara-cara memenuhi pengeluran tersebut.

2.2.2 Macam-macam Anggaran

Menurut M. Nafarin (2000: 17) anggaran dapat dikelompokkan dalam

beberapa sudut pandang, yaitu:

a. Anggaran menurut dasar penyusunannya yaitu anggaran variable dan tetap.

1) Anggaran Variable

Yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan

pada intinya merupakan seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat

aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
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2) Anggaran Tetap

Yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.

Anggaran tetap disebut juga anggaran statis.

b. Menurut cara penyusunannya, anggaran terbagi sebagai berikut:

1) Anggaran periodik

Adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu umumnya satu

tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.

2) Anggaran konntinuitas

Adalah anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah

dibuat.

c. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari :

1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis)

Adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu

tahun.

2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis)

Adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

d. Menurut bidangnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan

anggaran keuangan.

1) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba

rugi.

2) Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca.

e. Menurut kemampuan menyusun, terdiri dari:

1) Anggaran komprehensif

Adalah rangkaia dari berbagai macam anggaran yang disusun secara

lengkap.

2) Anggaran parsial

Adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya

menyusun bagian anggaran tertentu saja.
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f. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari:

1) Anggaran opropriasi

Adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh

digunkan untuk tujuan lain.

2) Anggaran kinerja

Adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan

dalam organisasi.

2.2.3 Prinsip-prinsip dan Kriteria Anggaran

Sistem tradisional dalam pelaksanaan anggaran harus memperhatikan tiga

prinsip (Sondang P. Siagian, 2001: 231), yaitu:

a. Anggaran yang tersedia untuk membiayai  suatu program tertentu hanya boleh

dugunakan untuk “mata anggaran” yang telah ditetapkan. Perubahan dalam

penggunaan anggarannya dapat dibenarkan setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan pejabat yang berwenang, misalnya menteri keuangan atau pejabat

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara yang

bersangkautan.

b. Penggunaan anggaran harus diusahakan agar seefisien dan seefektif mungkin

karena dalam menyelenggarakan program kerjanya tidak ada satupun instansi

pemerintah yang dibenarkan bertindak boros, apalagi menyalahgunakannya.

c. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

prosedur pengawasan yang yang berlaku, bauk dalam arti pengawasan

manajerial maupun akunting.

Penyusunan anggaran menurut  sistem tradisional (Sondang P. Siagian,

2001: 231) harus memenuhi berbagai kriteria, seperti:

a. Program berkaitan langsung dengan sasaran yang ingin dicapai oleh

pemerintah sebagai keseluruhan

b. Program merupakan bagian wewenang fungsional instansi yang bersangkutan

untuk melaksanakannya

c. Program dirinci dalam berbagai bentuk kegiatan hendak diselenggarakan

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13

2.2.4 Manfaat dan Tujuan Anggaran

Anggaran diperlukan karena memiliki tujuan dan manfaat. Anggaran

merupakan alat manajemen yang bermanfaat bagi manajemen dalam

melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai

secara efektif dan efisien. Berikut tujuan dan manfaat anggaran menurut Nafarin

(2000: 12):

Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain:

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan

investasi dana

b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan

c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga

dapat mempermudah pengawasan

d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang

maksimal

e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi

lebih jelas dan nyata terlihat

f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan

dengan keuangan.

Sedangkan manfaat dari anggaran, yaitu:

a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama

b. Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan atau kekurangan

karyawan

c. Dapat memotivasi karyawan

d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu

f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan

seefisien mungkin

g. Alat pendidikan bagi para manajer
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2.2.5 Periode dan Kelemahan Anggaran

Periode anggaran merupakan faktor penting di dalam menyusun rencana

anggaran yang lengkap, dalam hal ini anggaran menurut Supriyono (2006: 17)

dapat disusun atas dasar:

a. Anggaran Jangka Panjang

Anggaran jangka panjang merupakan anggaran yang disusun oleh perusahaan

untuk jangka waktu beberapa tahun, misalnya 3 atau 5 tahun

a. Anggaran Tahunan

Anggaran tahunan merupakan anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk

jangka waktu satu tahun atau periode Akuntansi

b. Anggaran Bulanan

Anggaran bulanan merupakan anggaran tahunan yang disusun lebih terinci

untuk setiap bulan di dalam tahun anggaran yang bersangkutan

Menurut Supriyono (2006: 18), anggaran memiliki beberapa kekurangan,

diantaranya:

a. Anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya

tergantung pada kemampuan estimator atau proyektor. Ketidaktepatan estimasi

mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat dicapai.

b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang

tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran

secara lengkap dan akurat.

c. Anggaran yang dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung

unsur ketidakpastian.

d. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu

dan menentang, sehinnga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

2.3 Pengertian Belanja Rutin

Menurut Abdul Halim (2002: 45) biaya atau belanja adalah semua

pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran.

Menurut Mulyadi (2012: 3), dalam arti luas biaya adalah pengorbanan

sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau mungkin
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terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya merupakan bagian

dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 95) belanja adalah uang

yang dikeluarkan untuk suatu keperluan; ongkos; biaya.

Pengertian Rutin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 762)

adalah hal membiasanya prosedur, kegiatan, pekerjaan, dan sebagainya: rapat

koperasi itu bersifat rutin dan tradisional

Menurut Halim (2004: 70), Jenis belanja operatur daerah dan pelayanan

publik untuk belanja pegawai/ personalia dan belanja barang dan jasa, antara lain:

a. Belanja pegawai/ personalia

1) Belanja pegawai/personalia untuk jenis belanja aparatur daerah, meliputi

objek belanja:

a) Gaji dan tunjangan kepala daerah/ wakil kepala daerah

b) Gaji dan tunjangan pegawai

c) Biaya perawatan dan pengobatan Biaya pengembangan sumber daya

manusia

2) Belanja pegawai/ personalia untuk jenis bagian belanja pelayanan publik

meliputi objek belanja:

a) Belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD

b) Gaji dan tunjangan kepala daerah/ wakil kepala daerah

c) Gaji dan tunjangan pegawai daerah

d) Biaya perawatan dan pengobatan

e) Biaya pengembangan sumber daya manusia

3) Belanja pegawai/ personalia untuk jenis bagian belanja aparatur daerah

maupun pelayanan publik meliputi objek belanja berikut

a) honorarium/ upah

b) uang lembur

c) insentif
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b. Belanja barang dan jasa

1) Belanja barang dan jasa untuk jenis bagian belanja aparatur daerah terdiri

atas objek belanja berikut:

a) Biaya bahan pakai habis kantor

b) Biaya jasa kantor

c) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor

d) Biaya sewa kantor

e) Biaya makanan dan minuman kantor

f) Biaya pakaian dinas

g) Biaya bunga utang

h) Biaya depresiasi gedung (operasional)

i) Biaya depresiasi alat angkutan (operasional)

j) Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tanggak) Biaya depresiasi alat

studio dan alat komunikasi (operasional)

2) Belanja barang dan jasa untuk jenis bagian belanja pelayanan publik terdiri

atas objek belanja berikut ini:

a) Biaya bahan pakai habis kantor

b) Biaya jasa kantor

c) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor

d) Biaya sewa kantor

e) Biaya makanan dan minuman kantor

f) Biaya pakaian dinas

g) Biaya bunga utang

h) Biaya depresiasi gedung (operasional)

i) Biaya depresiasi alat-alat besar (operasional)

j) Biaya depresiasi alat angkutan (operasional)

k) Biaya depresiasi alat bengkel dan alat ukur (operasional)

l) Biaya depresiasi alat pertanian (operasional)

m)Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tangga

n) Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi (operasional)

o) Biaya depresiasi alat-alat kedokteran (operasional)
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p) Biaya depresiasi alat-alat laboratorium (operasional)

3) Belanja barang dan jasa baik untuk jenis bagian belanja aparatur daerah

maupun pelayanan publik meliputi objek belanja:

a) Biaya bahan/ material

b) Biaya jasa pihak ketiga

c) Biaya cetak dan penggandaan

d) Biaya sewa

e) Biaya makanan dan minuman

f) Biaya bunga utang

g) Biaya pakaian kerja.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan belanja rutin

adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk lingkungan kantor meliputi

belanja pagawai, belanja barang dan pemeliharan serta yang lainya yang

berhubungan dengan administrasi kantor.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

3.1 Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten

Jember

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan sistem pembangunan

Desentralisasi yang terfokus pelaksanaan pembangunan pada masing-masing

Kabupaten di seluruh Indonesia dengan harapan bahwa pembangunan dapat

merata diseluruh Indonesia sekaligus merupakan penjabaran dari tuntutan

reformasi.

Kabupaten Jember adalah salah satu pelaksana Otonomi Daerah yang

pelaksanaaanya mulai 1 januari 2001 mengacu pada Undang-undang 22 tahun

1999 dan Undang-undang 25 tahun 1999. Berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan diatas, Pemerintah Kabupaten Jember menindak lanjuti pelaksanaan

dengan menetapkannya pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 70 tahun 2000

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kependudukan Kabupaten Jember.

Berdasarkan dengan jalannya pelaksanaan Pemerintahan otonomi daerah

maka untuk lebih efisien dan efektif serta berdasar pada peraturan Pemerintah

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Derah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka diterbitkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Jember PERDA Nomor 35 Tahun 2003 tentang Susunan Oerganisasi

dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

Kabupaten Jember sebagai Pengganti Perda No. 70/Th.2000.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta untuk

melaksanakan ketentuan pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara

berdaya guna dan berhasil guna, maka PERDA Nomor 35 Tahun 2003 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dilakukan perubahan dengan ditetapkannya

PERDA Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
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35 Tahun 2003. Pada Tahun 2007, keluarlah peraturan pemerintah Nomor 41

tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang mengacu kepada Peraturan

Bupati Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Pada peraturan ini,

Keluarga Berencana memisahkan diri dari badan kependudukan dan bergabung

dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan

Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berubah menjadi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaannya dimulai awal bulan

januari 2009.

Pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau

mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah berpedoman pada

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

UU. Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan

Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Administrasi

Kependudukan dan Catatan S ipil.

3.2 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi, misi dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember

adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi institusi adalah Terwujudnya sistem administrasi kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang tertib akurat, dinimas dan memuaskan dalam peleyanan

bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil.

b. Misi

Misi dinas adalah sebagai berikut:
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1) Mewujudkan pelayanan yang prima kepeda masyarakat dalam bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Mewujudkan aparatur kelembagaan yang kreatif, inofatif, produktif dan

berwibawa;

3) Mewujudkan sistem dan tata kerja kelembagaan yang efektif dan efesian

dalam peleyanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4) Mendorong peningkatan partisispasi masyarakat yang konstruktif dalam

kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1) Kepuasan Masyarakat dalam pembuatan Dokumen Kependudukan

2) Terlaksananya pengembangkan Aparatur yang berkualitas, kreatif, inovatif,

produktif, bersih dan berwibawa.

3) Terlaksananya penata dan penguatan kelembagaan di semua tingkatan.

4) Terselenggaranya penataan Administrasi Pendudukan dan Pencatatan Sipil

5) Terselenggaraannya pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

yang efektif dan efesien memuaskan masyarakat

6) Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pembangunan dan pelayanan

pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil

3.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua tugas

atau pekerjaaan yang mencapai tujuan organisasi, berhubungan antar fungsi-

fungsi tersebut serta wewenang dan tanggungjawab anggota organisasi dalam

memikul tiap-tiap pejerjaan tersebut. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar

maupun kecil struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, semakin

besar perusahaan semakin penting pula arti dari struktur.

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember menggunakan struktur organisasi fungsional, dapat dilihat pada

gambar berikut:
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Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Jember

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember,

Tahun 2015.
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3.3.2 Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian

Pada masing-masing bagian atau unit dari struktur organisasi pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas, Fungsi dan Wewenang

yang berbeda-beda. Berikut dapat kami jelaskan :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu penyelenggaraan tugas

Bupati dibidang administrasi kependudukan dan pencatatn sipil dan berfungsi

sebagai:

1) Membantu penyelenggataan tugas Bupati di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil

2) Bertindak atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3) Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil

4) Pembuatan dan penyampaan laporan tentang kegiatan Dinas

5) Pembinaan staf dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

b. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub

bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan

3) Sub Bagian Keuangan

Sekretaris melaksanakan pengelolaan dalam hal surat menyurat, kearsipan,

administrasi kepegawaian, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan,

perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta tugas kerumahtanggaan

dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Berikut Tugas-tugas dan

fungsi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah mempunyai tugas Melaksanaan

untuk urusan ketatausahaan, kehumasan, pelengkapan dan tugas lain yang

diberikan oleh sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a) Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan
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b) Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan

c) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

d) Pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan, perbaikan kantor dan

bangunan lain milik dinas.

e) Penyiapan, pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang

meliputi pengumpulan data tentang kepegawaian, buku induk pegawai,

mutasi pengangkatan, kenaikan pangkat, meningkatkan disiplin,

kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan

pegawai dan penyusunan formasi pegawai

f) Penyusunan dan pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaaan,

pengundangan, pemeliharaan, rencana kebutuhan barang peralatan dan

pembekalan

2) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

dalam program kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan

sekretaris. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penghimpunan dan pengelolahan data penyusunan rencana kegiatan dan

rencana anggaran (rencana kinerja anggaran) Dinas.

b) Penghimpunan bahan untuk penyusunan rancana jangka menengah,

rencana tahunan dan rencana operasional Dinas

c) Penyiapan bahan rapat olek Kepala Dinas dan melaksanakan agenda

rapat-rapat dinas dalam hal perencanaan

d) Penyusunan dalam hal pedoman monitoring serta evaluasi terhadap

kegiatan dinas secara keseluruhan

e) Penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran dan penyusunan laporan rutin

bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk kegiatan-kegiatan dinas

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan

keuangan dan tugas lain yang di berikan sekretaris. Sub bagian keuangan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran.
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b) Menyiapkan penyusunan rancangan belanja Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil.

c) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja Dinas.

d) Pelaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi serta tata usaha

pembayaran gaji pegawai.

e) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi

serta biaya lain sebagaimana pengeluaran dinas.

f) Pelaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan Jember antara lain:

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian kebutuhan

2) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang keahlian

3) Setiap kelompok  sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas

4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja

5) Jenis dalam jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai

peraturan perundang-undangan

6) Pembinaan untuk tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan.

d. Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dibantu oleh 2 seksi bagian, yaitu:

1) Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk

2) Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran penduduk melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang

pendaftaran penduduk dan tugas lain yang diberikan kepala dinas. Bidang

Pendaftaran penduduk mempunyai Fungsi :
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a) Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran penduduk.

b) Penyiapan bahan kajian dalam rangka penetapan kebijakan dan pelaksanaan

koordinasi pendaftaran penduduk

c) Pelaksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan

konsuitasi pendaftaran penduduk skala kabupaten.

d) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk sistem administrasi

kependudukan meliputi : Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk

serta penerbitan nomor induk kependudukan, pendaftaran perubahan alamat,

pindah-datang penduduk wilayah Republik Indonesia, warga negara

indonesia tinggal sementara, pindah datang antar Negara, penduduk renta

administrasi kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan hasil

pendaftaran penduduk, penatausahaan pendaftaran penduduk

e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan kinerja penyelenggaraan

pendaftaran penduduk, pengolahan data kependudukan hasil pelayanan

penerbitan dalam dokumen pendaftaran penduduk dan sebagai salah satu

ranah dari implementasi sistem administrasi Kependudukan.

Berikut tugas dan fungsi masing-masing bagian:

1) Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk

Seksi Administrasi Pendaftara Penduduk mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan Adminitrasi kependudukan dan tugas lain yang di berikan oleh

Kepala bidang pendaftaran penduduk. Seksi Administrasi Pendaftaran

Penduduk mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan dalam penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran

penduduk, bahan, data dan informasi dalam rangka penetapan kebijakan

pendaftaran penduduk

b) Penyiapan bahan dalam rangka sosialisasi,fasilitas, bimbingan teknis,

Advorkasi, supervisi, dan kolsultasi pendaftaran penduduk.

c) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran

penduduk.

d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penatausahaan dan pelaporan

kinerja pendaftaran penduduk
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e) Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen

serta pengarsipan pemeliharaan berkas/dokumen dan hasil pelayanan

penduduk.

f) Pelaksanaan pengelolah data hasil pelayanan dokumen kependudukan

sebagai ranah dalam implementasi Sistem Adminitrasi Kependudukan

2) Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk mempunyai

tugas melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan tugas

lain yang di berikan oleh kepala bidang pendaftran penduduk. Pelayanan

Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a) Penyiapan suatu bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

b) Pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data maupun dokumen

kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil pendaftaran

penduduk.

c) Pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbotan dokumen dalam hasil

pendaftaran penduduk, yang berupa

d) Pelaksanaan pengembangan pembinaan sumberdaya manusia petugas

pelayanan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan

evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat

e) Melakukan tindakan sanksi adminitrasi pelanggaran ketentuan dalam

pelaporan peristiwa Kependudukan sesui dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

f) Penyelidikan dan penydikan terhadap perbuatan pidana terkait dengan

penerbitan dokumen kependudukan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

e. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu

oleh 2 seksi bagian, yaitu:

1) Seksi Administrasi Pencatatan Sipil

2) Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
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Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang

pencatatan sipil dan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas. Bidang

pencatatan sipil mempunyai Fungsi:

a) Penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan pencatatan

sipil.

b) Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi,

konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil

c) Penhyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi

kependudukan meliputi: Pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan,

penceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan hasil

pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan,

peristiwa penting lainya, perubahan dan pembatalan akta, penerbitan

dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil dan penatausahaan dokumen

pencatatan sipil.

d) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pencatatan sipil.

e) Pelaksanaan pembinaandan pengembangan sumberdaya manusia pengelola

pencatatn sipil.

Berikut tugas dan fungsi masing-masing bagian:

1) Seksi Administrasi Pencatatan Sipil

Seksi Administrasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan

Kegiatan Adminitrasi Pencatatan sipil dan tugas lain yang di berikan oleh

Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil

mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan sipil.

b) Penyiapan untuk pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis,

advokasi, supervisi, kolsultasi dan koordinasi pelaksanaan pencatatan

sipil

c) Pelaksanaan pinatausahaan pencatatan sipil secara tertib dan disiplin

d) Pelaksanaan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen, pengarsipan dan

pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil.
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e) Pelaksanaan pengelola data hasil pelayana pencatatan sipil sebagai salah

satu ramah dalam implementasi system Informasi Adminitrasi

Kependudukan, monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan Akta-akta

pencatatan sipil

f) Penyusunan Laporan pelayanan penerbitan akta-akta pencatatan sipil

2) Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil ialah dalam pelaksanaanya

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerbitan dokumen Pencatatan

sipil dan  tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang Pencatatan Sipil.

Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan dalam rangka untuk penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan pencatatan sipil.

b) Penyusunan kriteria dan ketentuan pelayanan dokumen pencatatan sipil

dengan berpedoman pada sistem pelayanan prima.

c) Mengidentifikasikan dan verivikasi kebenaran data dan dokumen

pencatatan sipil dalam rangka penerbitan akta-akta pencatatan sipil.

d) Pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbitan akta-akta pencatatan sipil

berupa : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak perubahan nama

dan perubahan status kewarganegaraan.

e) Pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainya.

f) Pelaksanaan dan penyelidikan tindakan saksi administrative terhadap

pelanggan dalam pelaporan pencatatan sipil kependudukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

f. Bidang informasi dan Perkembangan Kependudukan

Bidang informasi dan Perkembangan Kependudukan dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 seksi bagian, yaitu:

1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi

2) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan

3) Seksi Perkembangan Penduduk
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Bidang informasi dan Perkembangan Kependudukan, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang informasi dan perkembangan

kependudukan dan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas. Bidang

infirmasi dan Perkembangan Kependudukan mempunyai fungsi:

a) Penyusunan dalam rencana kerja dan penyiapan bahan untuk penetapan

kebijakan pengelolaan bidang informasi dan perkembangan kependudukan.

b) Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi, supervise dan

konsultan pengelolaan informasi administrasu kependudukan dan

perkembangan kependudukan.

c) Penyelenggaraan:

1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala

kabupaten dan penyediaan perlengkapan lainya serta jaringan komunikasi

data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan

dokumen kependudukan.

3. Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan.

4. Pembangunan dan perlindungan replikasi data dan bank data

kependudukan kebupaten serta tempat perekaman data kependudukan di

kecamatan atau UPT, merekam data hasil pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil pemutakhiran data penduduk

menggunakan system informasi dan administrasi kependudukan.

5. Pelaksanaan pembuatan, dan koordinasi kerjasama antar daerah dalam

konteks  analisis mengenai kebijakan dan pengendalian kualitas

penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas atau

penataan persebaran penduduk, serta perlindungan penduduk dalam

konteks pembangunan berwawasan kependudukan

6. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dengan

lembaga pemerintahan dan non pemerintah dan kerja sama dengan

organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi

kependudukan.
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7. Penilaian pelaporan kinerja pembangunannya kependudukan secara

periodic, pendayagunaan, informasi indikator kependudukan untuk

perencanaan pembangunan berbasis penduduk

Berikut tugas dan fungsi masing-masing bagian:

1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan

teknologi informasi dan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang

informasi dan perkembangan kependudukan. Seksi Sistem dan Teknologi

Informasi mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja seksi dan menyiapkan bahan penyusunan

rencana kerja bidang

b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, fasilitas, bimbingan

teknis, advokasi, supersive, dan kolsultasi, penetapan kebijakan dan

pengelolaan informasi adminitrasi Kependudukan.

c) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data

skala kabupaten.

d) Pelaksanaan pembangunan dan perlindungan bank data kependudukan

Kabupaten dan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan/UPT

e) Peyajian dan pendesimanisasian informasi kependudukan

f) Melaksanakan data pribadi penduduk sproses dan hasil pendaftaran

penduduk serta pencatatan sipil.

g) Pelaksanaan kerja sama dan sumberdaya manusia dan pengembangan

SIAK.

h) Pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan berkelanjutan.

2) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan

Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan ialah bertugas melaksanakan

kegiatan pelayanan informasi kependudukan dan tugas lain yang di berikan

oleh kepala bidang informasi dan perkembangan kependudukan. Seksi

Pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi:
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a) Menyusun rencana kerja untuk pelayanan informasi kependudukan dan

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan menetapkan kebijakan

pelayanan informasi kependudukan.

b) Penyiapan dalam pelaksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis,

advokasi, supervise, konsultasi pelayanan informasi kependudukan.

c) Penyiapan pelaksanaan dan hasil koordinasi pelaksanaan program

pelayanan informasi kependudukan serta penetapan indicator

kependudukan, proyeksi, penduduk dan analisis dampak kependudukan.

d) Penyusunan melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan

kependudukan antar daerah dan dengan lembaga pemerintah dan non

pemerintah.

e) Pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan untuk

kependudukan secara periodic dan penyiapan kerja sama dengan

organisasi kemasyarakatan

f) Pendayagunaan informasi atas indicator kependudukan dan analisis

dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbabis

penduduk.

3) Seksi Perkembangan Penduduk

Seksi Perkembangan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

dan pengembangan penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Informasi Perkembangan Kependudukan. Seksi Perkembangan

Penduduk mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja perkembangan penduduk dan menyiapkan

bahan penyusunan rencana kerja.

b) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan perkembangan penduduk

pelaksanaan untuk sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis, advokasi,

supervise, konsultasi dan koordinasi perkembangan kependudukan

c) Pelaksanaan kebijakan untuk pengendalian, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas atau penataan persebaran penduduk,

perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan

kependudukan.
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d) Pelaksanaan pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas/penataan persebaran

penduduk dan untuk perlindungan penduduk serta pembangunan

berwawasan kependudukan

e) Pelaksanaan koordinasi kerja sama antar daerah dalam pelaksanaan

kebijakan dalam hal pengendalian kuantitas penduduk, pembinaan ,

pemantauan hasil kegiatan, pengarahan mobilitas/penataan persebaran

penduduk dan perlindungan penduduk dalam konteks.pembangunan

berwawasan kependudukan.

f) Penyusunan pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan,mobilitas/penataan

persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks

pembangunan berwawasan kependudukan

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember

ialah sebagai berikut:

a. UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis

operasional dinas dalam urusan rumah tangga dibidang perkembangan dan

komunikasi yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

dan melaksanaka tugas pembantuan berdasarkan kebijakan peraturan

perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT mempunyai tugas meliputi:

1) Penyusunan rencana program bidang kependudukan dan pencatatan sipil

dalam lingkup wilayah kerjanya

2) Pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas

3) Melakukan koordinasi untuk ditingkat kecamatan/desa/kelurahan untuk

mendukung implementasi kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pelayanan informasi, perencanan dan perkembangan penduduk
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4) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia

di tingkat kecamatan dan desa (register) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

5) Pelaksanaan dalam pemantauan, Supervisi, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku

3.4. Kegitan Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember

Kegiatan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember adalah

sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu

bupati dalam dalam merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil dan perkembangan kependudukan, melaksanakan koordinasi, perencanaan

dan pelayanan informasi kependudukan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2. Fungsi

a. Pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumentasi untuk

kepedudukan

b. Pelaksanaan pencatatan sipil dan pelayanan dokumentasi pencatatan sipil

c. Pelaksanaan informasi sistem teknologi kependudukan.

3.5 Administrasi Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

Administrasi Anggaran Belanja Rutin (Bulanan) pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ialah Suatu proses yang

harus ditempuh dilakukan untuk mendapatkan penerimaan anggaran dari

Pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh

Pemerintah. Prosedur Pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerimaan dengan membuat SPP (Surat Permintaan

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan dokumen lain yang

berhubungan dengan SPP dan SPM.
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2. Pelaksanaan Pengeluaran dengan menyalurkan dana atau anggaran yang

diminta sesuai dengan kebutuhan, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat

SPJ (Surat PertanggungJawaban).
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BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, yang beralamat Jln Jawa nomer 18 di mulai

tanggal 24 februari 2015 sampai dengan tanggal 31 maret 2015. Praktek Kerja Nyata

ini dilaksanakan dengan bekerja sebagai layaknya pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Sebelum melakukan

kegiatan Praktek Kerja Nyata yaitu terlebih dahulu dilakukan perkenalan dengan

staff pegawai dan karyawan yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jember.

Selama pelaksanaan PKN ini secara umum dapat diperoleh keterangan atau

informasi-informasi penting mengenai hal hal yang dapat membantu dalam

penyusunan laporan khususnya yang berkaitan dengan bidang yang menjadi obyek

PKN yaitu mengenai “Pelaksaanaan Administrasi Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember”.

4.1 Macam-macam Belanja Rutin (Bulanan)

Belanja/ pengeluaran rutin (bulanan) Dinas Kependudukan dan Pencatan sipil

belanja rutin termasuk atau sama dengan belanja administasi dan umum, yaitu

pengeluaran yang dikeluarkan dinas untuk lingkungan kantor terkait dengan

pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas seperti belanja telepon, belanja air,

belanja listrik, belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Kabel/ TV, belanja

pembayaran gaji dan tunjangan.
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4.2 Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin

(Bulanan)

4.2.1 Administrasi Penerimaan Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

Prosedur administrasi penerimaan anggaran belanja rutin (bulanan) pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Bagian Keuangan
Kepala

Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Jember

Pemkab.
Jember

Kas
Daerah

Gambar 4.1 : Administrasi Penerimaan Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

SPP -3

SPM-3

SPP &
SPM-3

Tandatangan SPP

Tandatangan SPM

Tandatangan Bupati

SP2D-3SP2D

SP2D

Uang kas

SP2D

Uang kas

Dokumen

Anggaran

Belanja

Rutin

(bulanan)
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Administrasi dari bagan diatas sebagai berikut:

a. Bagian Keuangan yaitu karyawan bagian keuangan atau karyawan yang

bertugas membuat penganggaran, menganggarkan belanja rutin (bulanan)

dengan berdasarkan surat pengesahan SPJ dan SPD atas penggunaan dana SPP

sebelumnya, anggaran yang dibuat adalah anggaran belanja rutin selama

sebulan.

b. Hasil dari penganggaran beedasarkan dokumen bahan penganggaran tersebut

selanjutnya oleh Bendahara akan diproses atau dibuat lebih lanjut ke dalam

bentuk SPP (Surat Permintaan Pembayaran). SPP yang disusun oleh bendahara

berisikan mengenai keperluan pembayaran.

c. Setelah pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selesai akan

ditandatangi oleh bendahara pengeluaran dan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

d. Kemudian dilanjutkan untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar),

Sebelum dibuat SPM para pemegang komitmen terlebih dahulu memeriksa

keabsahan dokumen SPP. Dalam hal dokumen keabsahan SPP terbukti

langkah berikutnya adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

yaitu bendahara pengeluaran membuat SPM (Surat Perintah Membayar),

apabila dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. Penerbitan

SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

e. SPM yang telah selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bendahara pengeluaran.

f. SPP dan SPM yang telah selesai dibuat dan ditandatangi kemudian dikirim

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PPK-SKPD untuk

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mendapat persetujuan dari Bupati

Kabupaten Jember melalui sekretaris Daerah.

g. Setelah mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Jember melalui Sekretaris

daerah maka oleh Pemerintah Daerah dibuatkan penerbitan SP2D (Surat

Perintah Perincian Dana). Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
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h. Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD menyerahkan SP2D UP/GU/TU

dan LS yang diterbitkan kepada tempat pemegang rekening kas umum daerah

Kabupaten Jember untuk diproses pencairan keuangannya sesuai peruntukan

yang tertera pada SP2D. SP2D dari Pemerintah Daerah dibuat rangkap tiga.

Adapun kejelasan mengenai rangkap SP2D adalah Sebagai berikut:

1) Lembar Pertama dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember

2) Lembar Kedua dikirim atau diberikan kepada kas daerah yang akan

digunakan untuk mencocokan keabsahan dokumen SP2D dalam proses

pencairan kas dari Pemerintah Daerah kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

3) Lembar ketiga digunakan Sebagai arsip oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Jember.

i. Lembar Kedua SP2D yang diterima oleh Kas Daerah dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember, selanjutnya tugas bendahara untuk mencairkan uang kas

dari Pemerintah daerah yang ditujukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Pencairan dana melalui bank yang

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

j. SP2D oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibawa ke

kas daerah untuk mencairkan dana tersebut.

k. Setelah dana tersebut cair akan dialokasikan untuk belanja rutin (bulanan) pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan

pengajuan anggaran sebelumnya.
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4.2.2 Administrasi Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

Adapun administrasi pengeluaran anggaran belanja rutin (bulanan) adalah

sebagai berikut:

PPTK Bendahara pengeluaran
Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatan
Sipil Jember

Gambar 4.2 : Administrasi Penerimaan Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

Administrasi dari bagan diatas sebagai berikut:

a. Dana Anggran yang diterima PPTK digunakan untuk kegiatan Kebutuhan

belanja rutin (bulanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember.

b. Pengeluaran anggaran belanja rutin (bulanan) Pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten dilakukan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik

Kegiatan), dan pengumpulan kuitansi  atau bukti yang termasuk kedalam

anggaran belanja rutin bulanan dikumpulkan langsung di bagian keuangan

yaitu pada bagian PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan).

c. Langkah berikutnya PPTK memberikan informasi dan menyerahkan berkas

atau dokumen pengeluaran anggaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk

Bukti
Pengeluran
Anggaran

Membuat Bukti
Penbayaran & otoritas

Proses Pencairan
Anggaran keluar

Uang Kas

Otoritas Bukti
Pembayaran
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diregistrasi kedalam buku pengeluaran kas atau anggaran. Bukti-bukti belanja/

pengeluaran tersebut akan menjadi otoritas bendahara pengeluaran.

d. Selanjutnya adalah meminta tandatangan kepada Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil  untuk menandatangani bukti bukti belanja/ pengeluaran

yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh bendahara.

e. Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dikembalikan kepada Bendahara

Pengeluaran untuk diperiksa ulang.

f. Setelah diperiksa ulang, dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK (Pejabat

Pelaksana Teknik Kegiatan) untuk diproses lebih lebih lanjut

g. Bukti-bukti anggaran belanja rutin bulanan yang telah ditandatangani oleh

bendahara dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember, selanjutnya bukti-bukti anggaran belanja rutin bulanan yang dipegang

oleh bendahara pengeluaran dilimpahkan kepada PPTK. Setelah menerima

bukti-bukti tersebut Pengguna Anggaran membuat SPJ (Surat

Pertanggungjawaban). SPJ yang telah selesai dibuat ditandatangani oleh

bendahara pengeluaran dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember dan dikirim kepada Pemerintah Daerah.

4.3 Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin (Bulanan)

4.3.1 Penganggaran oleh Bendahara Pengeluaran

Penganggaran Belanja Rutin (bulanan) oleh Bendahara Pengeluaran

berdasarkan, diantaranya:

a. Surat pengesahan SPJ sebelumnya/bulan lalu

b. SPD atas penggunaan dana SPP sebelumnya

c. Bukti lain yang dapat digunakan sebagai penganggaran belanja.

Penganggaran tersebut bernama dokumen SPP (Surat Permintaan

Pembayaran). SPP berisikan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan

jenis belanja, kemudian membuat SPM (Surat Perintah Membayar) jika keabsahan

SPP telah diperiksa kembali. SPP dan SPM yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran

yang masing-masing rangkap tiga, antara lain:
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1) Lembar pertama untuk Pengguna Anggaran yang kemudian akan diserahkan

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendapat persetujuan dari

Bupati.

2) Lembar kedua diserahkan kepada Bendahara PPTK (Pejabat Pelaku Teknis

Kegiatan)

3) Lembar ketiga SPP dan SPM diarsip oleh bagian kearsipan

4.3.2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran

untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Gambar 4.3 : Contoh Rincian Formulir SPP

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015
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Adapun cara pengisian formulir SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah

sebagai berikut:

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP adalah:

a) Nomor diisi dengan nomor SPP.

b) Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek yang telah dibebani belanja.

c) Kolom uraian diisi dengan nama rekening sesuai dengan kode rekening yang

ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).

d) Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan pada masing-

masing kode rekening.

e) Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga

dihasilkan jumlah totalnya.

f) Terbilang diisi dengan jumlah terbilang jumlah dana yang telah dibebankan

pada seluruh kode rekening.

g) Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

h) Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas

bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
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4.3.3 Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk diajukan kepada Bendahara

Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka penerbitan SP2D.

Gambar 4.4 : Contoh Formulir SPM

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015

Adapun cara pengisian formulir SPM (Surat Perintah Membayar) adalah sebagai

berikut:

a) Nomer SPM diisi dengan nomor dan tahun penerbitan SPM

b) SKPD dengan nama instansi yang akan menerima dana

c) Bendahara diisi nama bendahara instansi

d) No. rekening Bank diisi satuan kerja yang akan menerima dana

e) NPWP diisi satuan kerja yang akan menerima dana

f) Nama bank diisi pihak bank atau pos yang yang ditunjuk sebagai tempat

pencairan dana

g) Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek yang telah dibebani belanja.
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h) Kolom uraian diisi dengan nama rekening sesuai dengan kode rekening

i) Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan pada masing-

masing kode rekening.

j) Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga

dihasilkan jumlah totalnya.

k) Terbilang diisi dengan jumlah terbilang jumlah dana yang telah dibebankan

pada seluruh kode rekening.

l) Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

m)Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah uang  yang berbentuk angka yang di

minta satuan intansi

n) Jumlah potongan diisi berdasarkan jumlah potongan pada kolom potongan-

potongan

o) Jumlah yang dibayarkan berisi jumlah keperluan pembayaran

p) Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas

bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

q) Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan pegawai

dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku.

r) Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan

berdasarkan SPP yang diajukan

4.3.4 Pengiriman Dokumen-dokumen kepada Pemerintah Daerah

Dokumen-dokumen yang dikirim kepada pemerintah daerah sebagai

pengajuan Permintaan anggaran belanja rutin bulanan, antara lain:

a. Dokumen SPP yang dikirim antara lain:

1) Surat pengantar SPP

2) Ringkasan SPP

3) Rincian penggunaan SP2D yang lalu

4) Lembar control

5) salinan SPD

6) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa penggua

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


45

anggaran yang menyatakan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan

uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD atau kuasa BUD

7) surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas

penggunaan SPP UP/GU/TU, dan.

8) lampiran lainnya/pendukung SPP yang sah dan lengkap lainnya.

b. Dokumen SPM yang dikirim antara lain:

1) Surat Pengantar SPM

2) SPM

3) Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak yaitu pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran

4) Lampiran penelitian kelengkapandan keabsahan dokumen penerbitan SPM

yang ditandatangani PPK-SKPD

5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM ditandatangani PA/KPA

6) Lampiran lainnya/ bukti transaksi/pendukung SPM yang sah dan lengkap

lainnya

Dokumen yang dikirim disesuaikan dengan jenis belanja SPP dan SPM,

apabila SPP dan SPM yang berbeda misalkan SPP-GU ataupun SPP-UP akan

menambahkan lampiran lainnya yang mendukung atas pengeluaran SPP atau SPM

tersebut.

4.3.5 Pencairan Dana oleh BUD (Bendahara Umum Daerah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oeh Bendahara Umum Daerah atau

Kuasa Bendahara Umum Daerah. SP2D dapat diperoleh oleh SKPD apabila kuasa

BUD menyetujui anggaran yang diajukan melalui dokumen SPM, lebih jelasnya

adalah sebagai berikut:

a. Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM

yang diajukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran agar

pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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b. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Bendahara Umum Daerah atau

kuasa BUD menerbitkan SP2D dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak

lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu

anggaran, maka BUD atau kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

c. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPM dan penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM

d. Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD menyerahkan SP2D UP/ GU/ TU dan

LS yang diterbitkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku

tempat rekening kas umum daerah Kabupaten Jember untuk diproses pencairan

keuangannya sesuai peruntukan yang tertera pada SP2D.

4.3.6 Pencairan Dana oleh Dinas

SP2D yang diterima oleh dinas digunakan sebagai alat pencairan dana yang

dibawa ke Kas Daerah. Dan setelah dana diperoleh maka akan dicairakan untuk

pembayaran belanja rutin (bulanan).

Gambar 4.5 : Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kapupaten Jember 2015
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4.3.7 Bukti – bukti Belanja/ Pengeluaran

Setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

menggunakan anggaran yang telah diterima dari Pemerintah Daerah, maka tugas

pengguna anggaran adalah mempertanggung jawabkan anggaran tersebut dengan

mengumpulkan bukti-bukti belanja.

Kuitansi/ struk digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi

pembayaran sejumlah uang dari orang yang memberi uang kepada si penerima uang

dengan dilengkapi beberapa rincian pelengkap lainnya yakni tujuan pembayaran,

tanggal dan tempat dimana terjadinya transaksi pembayaran tersebut.

Gambar 4.6 : Struk Pembayaran

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kapupaten Jember 2015

Gambar 4.7 : Contoh Surat Penagihan Keuangan Langganan Rekening Listrik

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kapupaten Jember 2015
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Cara pengisian kuitansi adalah:

a. Pada kop. surat diisi nama dinas

b. Dibawah kop. Surat sebelah kanan diisi tempat dan tanggal

c. Nomor diisi sesuai dengan nomor. surat, sifat, lampiran dan perihal diisi

berdasarkan perihal bukti yang dibuat

d. Dibawah kop. Surat sebelah kanan, no. diisi nomor urut, uraian diisi dengan

bukti belanja dan jumlah diisi sesuai dengan jumlah belanja

e. Terbilang diisi dengan total jumlah

f. Diisi nama dan Nip yang bertanggung jawab atas belanja

4.3.8 Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember sebagai bukti pertanggung jawaban dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang telah menggunakan APBD (Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah) untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegitan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diberikan oleh Bupati

sesuai UU yang berlaku.

Gambar 4.8 : Contoh Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015
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Cara pengisian SPJ (Surat Pertanggungjawaban) adalah sebagai berikut:

a. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang

bersangkutan dan tahun anggaran.

b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening

kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek.

c. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan

rincian obyek.

d. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap

rincian obyek belanja.

e. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertai

nama jelas.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban

pengeluaran mencakup:

a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)

b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)

c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)

d. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) dan

register penutupan kas.

4.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

4.4.1 Mengumpulkan dan Memeriksa kelengkapan Dokumen dan Bukti-bukti

Belanja Rutin (Bulanan)

Pengumpulan dokumen maupun bukti-bukti pengeluaran dilakukan dalam

waktu yang berbeda. Pengumpulan Dokumen penganggaran dilakukan ketika akan

mengirimkan permintaan dana anggaran sedangkan pengumpulan bukti-bukti belanja

dilakukan setelah proses transaksi penerimaan dana anggaran telah diterima dan

digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Mengumpulkan dan memeriksa dokumen SPP dan SPM

Dokumen-dokumen SPP dan SPM yang akan dikirim kepada Pemerintah Daerah

harus dikumpulkan dan diperiksa kelengkapannya sesuai dengan peraturan

persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Daerah. Proses pengumpulan dokumen
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yaitu dokumen dokumen yang ada harus dikumpulkan sehingga dapat diperiksa

kelengkapannya. Lebih jelasnya ialah sebagai berikut:

1) Dokumen dikumpulkan didalam satu ruang

2) Dokumen yang telah terkumpul akan diperiksa dengan diberi tanda jika

dokumen tersebut memang telah ada.

3) Dokumen diperiksa satu persatu sehingga proses pengumpulannya tidak

menimbulkan kekurangan.

Berikut contoh gambar proses pemeriksaan dokumen.

Gambar 4.9 : Contoh Penelitian Kelengkapan Dokumen

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015
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b. Mengumpulkan bukti-bukti belanja.

Pejabat Pelaksana teknik Kegiatan (PPTK) adalah karyawan yang bertugas

melasanakan kegiatan pembayaran belanja dinas sehingga proses pengumpulan

bukti-bukti belanja atas pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dipegang oleh PPTK dan akan diberikan kepada pengguna

anggaran jika dokumen dibutuhkan. Namun bukti-bukti belanja juga akan dibuat

arsip oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Contoh bukti belanja atau

pengeluaran yang dikumpulkan adalah sebagai berikut.

Gambar 4.10 : Struk Air Minum

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember2015

4.4.2 Membuat Surat Pengantar untuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Pengantar digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam pengiriman

dokumen-dokumen baik SPP maupun SPM. Surat Pengantar dibuat berdasarkan hasil

dari penganggaran SPP maupun SPM yang dibuat oleh Pengguna Anggaran atau

Kuasa Pengguna Anggaran.
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Gambar 4.11 : Contoh Surat Pengantar SPP
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-GU adalah:

a. Nomor diisi

b. SKPD diisi dengan nama SKPD

c. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan

d. Nomor Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota diisi dengan nomor Peraturan

Gubernur/ Bupati/ Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran

yang besangkutan.

e. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan

f. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
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g. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang

mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana

SPD yang belum dicairkan tersebut

h. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD

yang menerbitkan SPP

i. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk

dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai deng

j. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

k. Dibawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara

pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran

Surat Pengantar SPM berisikan dengan keterangan Kelengkapan dokumen

SPM. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

Gambar 4.12 : Contoh Pengantar SPM

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015
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Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-GU adalah :

a. Kepala surat diisi pemerintah kota/ kabupaten

b. Dinas diisi dengan nama SKPD atau instansi pemerintah yang mengajukan SPM

c. JL diisi alamat SKPD atau instansi pemerintah yang mengajukan SPM

d. Nomor diisi nomer SPM dan tahun

e. Sifat diisi dengan sifat surat contoh “penting/ segera”

f. Lampiran diisi jumlah surat pengantar SPM

g. Perihal diisi tentang isi atau maksud dari surat pengantar

h. Nomor pada isi surat berisi nomor peraturan bupati yang paling baru

i. Nomor yang kedua pada isi surat berisi tentang nomor SPM, tanggal SPM dan

tahun

j. RP berisi jumlah anggaran atau dana yang dikeluarkan oleh SKPD atau instansi

kemudian diisi jumlah anggaran dalam bentuk penjabaran

k. Pada angka 1,2,3,4, diisi tanda berdasarkan dokumen yang sudah ada untuk

diajukan kepada pemerintah daerah

l. Jember diisi alamat SKPD, tanggal dan tahun pengajuan SPM berdasarkan surat

pengantar, nama dinas, tanda tangan dan Nip. Kepala Dinas.
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan dapat

diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan aministrasi anggaran belanja rutin

(bulanan) adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran menganggarkan kebutuhan anggaran, anggaran

diajukan melaui dokumen-dokumen yang dibuat. Adapun dokumen-dokemen

tersebut diantaranya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), dan SPM (Surat

Perintah Membayar), kemudian diajukan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember.

2. Balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berupa SP2D atau Surat

perintah pencairan dana. SP2D akan digunakan untuk pencairan dana di Kas

Umum Daerah

3. Dana yang telah diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember akan digunakan untuk keperluan belanja Dinas

Kepependudukan sesuai dengan pengajuan SPP

4. Setiap belanja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember haruslah disertai bukti pembayaran

5. Bukti pembayaran belanja akan dibuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang dikirim

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai bentuk

pertanggungjawaban.
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Lampiran 7 : Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
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Lampiran 8 : Contoh Kuitansi Pencairan Dana
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Lampiran 12 : Contoh Surat Penagihan Keuangan Rekening Listrik

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


69

Lampiran 13 : Contoh Surat Penagihan Keuangan Rekening Air

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


70

Lampiran 14 : Contoh Surat Pertanggungjawaban

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71

Lampiran 15 : Permohonan Tempat PKN

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72

Lampiran 16 : Absensi

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


73

Lampiran 17 : Permohonan Penilaian

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74

Lampiran 18 : Kartu Konsultasi

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


75

Lampiran 19 : Persetujuan Penyusunan Laporan PKN

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


76

Lampiran 20 : Kartu Konsultasi

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	1. JUDUL.pdf
	2. Hlman Judul.pdf
	3.0. LEMBAR PENGESAHAAN SETELAH UJIAN.pdf
	3.1 Lembar persetujuan.pdf
	4. MOTTO-daftar isi.pdf
	5. (ISI TA) BAB  1.pdf
	5. (ISI TA) BAB 2.pdf
	5. (ISI TA) BAB 3.pdf
	5. (ISI TA) BAB 4.pdf
	5. (ISI TA) BAB 5.pdf
	5. (ISI TA) DAFTAR PUSTAKA.pdf
	6. LAMPIRAN.pdf

